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BAB I 

PENDAHULUAN 

2.1 LATAR BELAKANG 

Rencana  Strategis (Renstra)  adalah  merupakan  dokumen  resmi  Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berorientasi 
pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yang dituangkan kedalam 
matriks tahunan. Renstra SKPD harus memperhitungkan potensi, isu-isu strategis, peluang, 
kendala yang ada atau mungkin timbul serta kewenangan dan tugas pokok unit kerja. Renstra 
SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan  yang 
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman 
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. 
Berkaitan dengan dokumen Renstra SKPD, ada tiga masalah yang banyak ditemukan ketika dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Daerah, ketiga masalah itu adalah : 
a. Adanya inkonsistensi content atau isi dari dokumen yang satu dengan yang lainnya. Padahal seharusnya merupakan satu rangkaian yang runtut berkesinambungan dan saling berkaitan; 

b. Banyak dijumpai rumusan kegiatan yang tidak memberi kontribusi secara langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD atau Renstra SKPD; 

c. Indikator kinerja utama sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada tingkat capaian program, keluaran dan hasil tidak dirumuskan secara jelas, terinci dan terukur. 

Adanya keterkaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD dengan maksud untuk 
mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan  rancangan awal RPJMD, antara lain dalam : 

1. Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;

2. Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;

3. Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;

4. Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan

5. Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance  (partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra

Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, melakukan orientasi untuk  menyamakan  persepsi  yang  berkaitan  teknis  penyusunan  Renstra,  penyusunan agenda tim dan penyiapan data dan informasi bagi penyusunan Renstra yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. 

2. Tahap Perumusan/Penyusunan Rancangan Renstra SKPD 

Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Salah satu 
dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah Rancangan Awal 
RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh 
SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk 
memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. 
Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga menerima masukan dari rancangan 
Renstra SKPD. 

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD dimaksud, bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD. 

4. Penetapan Renstra SKPD

Penetapan Renstra SKPD dilakukan dengan tahapan sesuai dengan lampiran VI Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah,  dengan  tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah; 

b. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD oleh Bappeda; 
c. Verifikasi akhir, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya; 

d. Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan,  strategi,  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  SKPD  dengan  RPJMD,  dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya; 

e. Pengesahan Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
f. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD; 

g. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan; 

h. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah. 

Oleh sebab itu renstra ini dirancang sebagai dokumen perencanaan nasional yang dapat dipakai sebagai pedoman serta acuan dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi para perencana, pengelola maupun penyelenggara Bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di seluruh  wilayah  Kabupaten  Karanganyar. RENSTRA DISDAGNAKERKOP UKM Kabupaten Karanganyar ini kemudian dijabarkan dalam RENJA SKPD sektor Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar. 

Renstra  merupakan  dokumen  yang  mempunyai  peran  strategis  untuk  menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih seperti yang tertuang dalam RPJMD. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun mendatang. Serta memberikan gambaran mengenai  keselarasan berbagai pelaksanaan program SKPD dengan program Renstra Kementerian/lembaga serta Renstra provinsi. 

Maka kualitas penyusunan Renstra SKPD ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH, 
tujuan, strategi, kebijakan, capaian program RPJMD ke dalam dokumen Renstra SKPD sesuai 
tupoksi SKPD. Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala SKPD dengan Bupati. 
Dengan adanya Renstra SKPD, diharapkan SKPD memiliki pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa lima tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 

2.2 LANDASAN HUKUM
Renstra Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 disusun atas dasar : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang         Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32            Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor
 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor  40 Tahun  2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2006 Nomor  96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  Dalam Penyusunan  Atau  Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Karanganyar;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018;
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar.
2.3 MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 ini yaitu untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah. Penyusunan   Renstra   SKPD   juga   dimaksudkan   sebagai   pedoman   perencanaan pembangunan  di  bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari tahun  2014 sampai dengan 2018 serta sebagai kontribusi nyata terhadap kemajuan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah daerah yang menangani Bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima tahun Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar dalam mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018. Tujuan lainnya yaitu mewujudkan pemerintah yang baik di bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika  yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut : 

BAB I.
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan  pembangunan  daerah,  proses  penyusunan  Renstra  SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dan dengan Renja SKPD. 

1.2 Landasan Hukum

memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 

1.3 Maksud  dan  Tujuan

berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 

1.4 Sistematika Penulisan,

menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

1.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 

memuat  penjelasan  umum  tentang  dasar  hukum  pembentukan  SKPD,  struktur 
organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah 
kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan 
organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).
1.6 Sumber Daya SKPD

memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 
1.7 Kinerja Pelayanan SKPD

berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau  indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. 

1.8 Tantangan  dan     Peluang       Pengembangan     Pelayanan SKPD 

mengemukakan   hasil   analisis   terhadap   Renstra   K/L   dan   Renstra   SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan  pelayanan  SKPD  pada  lima  tahun  mendatang.  Bagian  ini mengemukakan  macam  pelayanan,  perkiraan  besaran  kebutuhan  pelayanan,  dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan.
BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

1.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 

menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta    faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. 

1.10 Telaahan  Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

menguraikan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta 
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan 
identifikasi  permasalahan  pelayanan  SKPD,  dipaparkan  apa  saja  faktor-faktor 
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian 
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang 
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 

1.11 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

menguraikan   apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

1.12 Penentuan Isu-isu Strategis

memuat tentang review kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD.
BAB IV. 
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

1.13 Visi dan Misi SKPD

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD. 

1.14 Tujuan  dan  Sasaran Jangka  Menengah SKPD 

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. 
1.15 Strategi dan Kebijakan SKPD

berisi tentang   rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. 

BAB V. 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN 
DAN PENDANAAN INDIKATIF 

memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang 
dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

BAB VI. 
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

pada  bagian  ini  dikemukakan  indikator  kinerja  SKPD  yang  secara  langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

BAB VII.
PENUTUP 

berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra-SKPD, disertai dengan harapan bahwa 
dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh 
SKPD.
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. Visi dan Misi :

Visi: 
Terwujudnya Kabupaten Karanganyar sebagai daerah industri, niaga yang tangguh serta tercapainya kesempatan kerja menuju masyarakat yang sejahtera dengan ditunjang peningkatan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama kemandirian ekonomi daerah.
Misi :
1. Menumbuhkembangkan perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat menciptakan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan.

2. Meningkatkan akses teknologi dan pembangunan, produksi, perdagangan, permodalan dengan perkuatan sarana produkdi, promosi, kerjasama kemitraan, studi banding dan temu usaha. 

3. Terjalinnya distribusi barang barang jasa untuk kebutuhan masyarakat masyarakat, tertib niaga dan perlindungan konsumen serta peningkatan ekspor non migas daerah.

4. Meningkatkan peran koperasi dan UKM melalui pembinaan atau bimbingan serta perkuatan modal.

5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pasar secara profesional dan berwawasan lingkungan serta menerapkan penataan pasar yang tertib,  bersih, dan aman. 

6. Meningkatkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

7. Meningkatkan mutu pelatihan, wirausaha baru dan kualitas calon transmigran.

8. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Kedudukan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 99 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas  Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  Karanganyar adalah  sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi.

2. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang bberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 99 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas  Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  Karanganyar, Tugas dan Fungsi dijelaskan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas 

Uraian tugas Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 

a. Merumuskan program kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

b. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. 

d. Merumuskan kebijakan urusan pemerintah bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. 

e. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintah bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. 

f. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas urusan pemerintah bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. 

g. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. 

h. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. 

i. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan 

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
2. Sekretaris

Uraian tugas sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun program kegiatan sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

b. Menyusun rumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

f. Melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja. 

g. Melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi. 

h. Melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi.

i. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). 

j. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa. 

k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Melaksanakan kegiatan sub bagian perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

h. Menghimpun, meneliti dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan dan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

i. Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran. 

j. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan sejenisnya. 

k. Menyiapkan bahan penyusunan informasi dan kehumasan. 

l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian perencanaan. 

m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.     
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Melaksanakan kegiatan sub bagian keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Menyiapkan bahan proses pencairan. 

h. Melaksanakan administrasi keuangan. 

i. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan. 

j. Melakukan urusan perbendaharaan. 

k. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban dan dokumen keuangan. 

l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan. 

m. Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi. 

n. Menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang. 

o. Menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang. 

p. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemindahtanganan barang milik daerah. 

q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian keuangan. 

r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Uraian tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Melaksanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Memberikan pelayanan urusan administrasi umum, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. 

h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai. 

i. Menyiapkan bahan pemrosesan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai. 

j. Melaksanakan ketatausahaan kepegaweaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai. 

k. Melaksanakan kegiatan kerumahtangaan, keamanan dan kebersihan. 

l. Menyiapkan bahan telaahan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. 

m. Menyiapkan bahan kerjasama dan keprotokolan. 

n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian. 

o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan mapun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
6. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun program kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

f. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

g. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas koperasi, usaha kecil dan menengah. 

h. Menyelenggarakan pelaksanaan koperasi, usaha kecil dan menengah. 

i. Menyusun bahan pengkajian bahan fasilitassi penyusunan pedoman dan supervisi koperasi, usaha kecil dan menengah. 

j. Menyusun bahan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah. 

k. Menyusun bahan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan koperasi, usaha kecil dan menengah. 

l. Menyusun bahan pembinaan teknis pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah. 

m. Menyusun bahan pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

n. Menyusun bahan pelaksanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.

o. Menganalisa data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

p. Merumuskan bahan pembinaan terhadap pemantapan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah.

q. Merumuskan bahan fasilitassi pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.

r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi koperasi, usaha kecil dan menengah.

s. Merumuskan bahan pengesahan badan hukum koperasi, pembubaran koperasi dan amalgamasi koperasi. 

t. Melaksanakan pemeriksaan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah.

u. Memberikan konsultasi dan advokasi terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah.

v. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

w. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

x. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

z. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
7. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pameran bagi koperasi. 

f. Melaksanakan penyaluran dana penyertaan APBD Kabupaten kepada koperasi. 

g. Melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dana bergulir baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan dana lain bagi koperasi. 

h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data simpan pinjam, permodalan, kemitraan, hasil produksi koperasi sebagai bahan pembinaan dan evaluasi serta pelaporan. 

i. Menyiapkan rekomendasi kredit permodalan bagi koperasi yang mengajukan perkuatan modal koperasi. 

j. Memfasilitasi koperasi yang menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, badan udaha lain dan pihak ketiga. 

k. Menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 

l. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

m. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi. 

n. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi. 

o. Mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan untuk pelaksanaan her regrestasi koperasi. 

p. Menyiapkan bahan rekomendasi dan kerjasama bagi koperasi. 

q. Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi. 

r. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan RAT koperasi. 

s. Menyiapkan bahan pembinaan bidang organisasi, administrasi, usaha, dan manajemen koperasi. 

t. Menyiapkan bahan pembinaan usaha koperasi pedesaan. 

u. Menyiapkan bahan kegiatan penerangan, penyuluhan, pelatihan pemagangan, studi banding, bimbingan dan konsultasi koperasi. 

v. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

w. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 

x. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

z. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
8. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

Uraian tugas kepala seksi pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pemeriksaan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi. 

f. Menyiapkan bahan penyuluhan, bimbingan teknis, meneliti pengajuan badan hukum, pembubaran koperasi dan amalgamasi koperasi. 

g. Menyiapkan bahan pengesahan badan hukum koperasi, pembubaran koperasi dan amalgamasi koperasi serta pencabutan badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

h. Menyiapkan bahan pemeriksaan terhadap koperasi. 

i. Menyiapkan bahan pemberian konsultasi dan advokasi pengawasan koperasi. 

j. Menyiapkan bahan penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi. 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
9. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 

Uraian tugas kepala seksi pengembangan usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan untuk pelaksanaan her regrestrasi usaha kecil dan menengah. 

f. Membuat rekomendasi dan kerjasama bagi usaha kecil dan menengah.

g. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.

h. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pengembangan usaha kecil dan menengah.

i. Menyiapkan bahan konsultasi dan advokasi pengawasan usaha kecil dan menengah.

j. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan usaha kecil dan menengah.

k. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan usaha kecil dan menengah.

l. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pameran bagi usaha kecil dan menengah.

m. Melaksanakan penyaluran dana penyertaan APBD Kabupaten kepada usaha kecil dan menengah.

n. Melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dana bergulir baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan lain-lain bagi usaha kecil dan menengah.

o. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data simpan pinjam, permodalan, kemitraan, hasil produksi usaha kecil dan menengah sebagai bahan pembinaan dan evaluasi serta pelaporan. 

p. Menyiapkan rekomendasi kredit permodalan bagi usaha kecil dan menengah yang mengajukan perkuatan modal. 

q. Menyiapkan bahan fasilitasi usaha kecil dan menengah menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, badan usaha lain dan pihak ketiga. 

r. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan usaha kecil dan menengah.

t. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada satuan atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

v. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
10. Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar 

Uraian tugas kepala bidang perdagangan dan pasar adalah                     sebagai berikut : 

a. Menyusun program kegiatan bidang peragangan dan pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan dan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

j. Menganalisa data sebagai bahan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan bagi usaha perdagangan dan pengelolaan pasar. 

k. Merumuskan kerjasama dengan intansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten, propinsi, maupun pemerintah pusat, lembaga swasta serta asosiasi terkait lainnya dalam/luar negeri dalam rangka promosi perdagangan. 

l. Merumuskan bahan bimbingan bagi calon investor yang akan melaksanakan investasi perdagangan. 

m. Merumuskan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang usaha dan sarana perdagangan, pemasaran dan distribusi, pendaftaran perusahaan, serta ekspor dan impor. 

n. Merumuskan bahan rekomendasi pelayanan perizinan usaha perdagangan, tanda taftar  perusahaan (TDP), tanda taftar gudang (TGD), ekspor dan impor serta penerbitan surat keterangan asal (SKA). 

o. Merumuskan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan di bidang pengelolaan pasar yang meliputi retribusi, kebersihan, pemeliharaan, ketertiban dan keamanan pasar serta penataan PKL. 

p. Merumuskan bahan rekomendasi izin pemakaian tempat kios, los, halaman pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

q. Mengusulkan pengembangan, pendirian, perluasan, rehab dan pemindahan pasar berdasarkan program yang ditetapkan sesuai prosedur, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

r. Melaksanakan pembinaan kepada pengguna jasa pasar. 

s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan dan pengelolaan pasar. 

t. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

u. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan dan pasar. 

v. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

x. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
11. Kepala Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 

Uraian tugas kepala seksi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi usaha perdagangan dan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan, promosi, disribusi dan ekspor impor serta meterologi. 

f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan, promosi, disribusi dan ekspor impor serta meterologi.

g. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan, promosi, disribusi dan ekspor impor serta meterologi.

h. Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin tanda daftar gudang, usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan, promosi, disribusi dan ekspor impor serta meterologi.

i. Menyiapkan bahan bimbingan usaha perdagangan, perlindungan konsumen, pendaftaran perusahaan, promosi, disribusi dan ekspor impor serta meterologi.

j. Menyiapkan bahan informasi peluang pasar di luar negeri tentang komoditi ekspor tertentu. 

k. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi usaha perdagangan, perlindungan konsumen. 

m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

n. Menyampaikan saran san pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
12. Kepala Seksi Penataan dan Keamanan Pasar 

Uraian tugas kepala seksi penataan dan keamanan pasar adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penataan dan keamanan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penataan dan keamanan pasar. 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan dan keamanan pasar. 

g. Menyiapkan bahan perencanaan penetapan target retribusi pasar. 

h. Melaksanakan pungutan retribusi pasar dan pengelolaan administrasi pungutan. 

i. Menyetorkan hasil pungutan retribusi pasar maupun pendapatan lain di pasar ke kas daerah sesuai peraturan yang berlaku. 

j. Melaksanakan pembukuan dan realisasi penerimaan dan tunggakan pungutan pasar. 

k. Menyiapkan bahan pemberian izin pemakaian tempat, los, kios, dan halaman pasar. 

l. Melakukan pendataan dan penataan pedagang / pengguna jasa pasar yang menempati kios, los dan halaman pasar. 

m. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan penataan dan retribusi pendapatan pasar. 

n. Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban pasar. 

o. Melaksanakan pendataan, penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL). 

p. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban pasar, dan pedagang kaki lima (PKL). 

q. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban pasar, dan pedagang kaki lima (PKL). 

r. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

s. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penataan dan keamanan pasar. 

t. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

v. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
13. Kepala Seksi Pengembangan Pasar 

Uraian tugas seksi pengembangan pasar adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d.  Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan pasar. 

f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan pasar. 

g. Melaksanakan pemeliharaan bangunan dan penerangan pasar. 

h. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan kebersihan pasar. 

i. Melaksanakan jadwal pengambilan dan pembuangan sampah pasar. 

j. Menyiapkan usulan pengembangan, pendirian, perluasan, rehab, dan pembinaan pasar sesuai ketentuan yang berlaku. 

k. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan dan pengembangan pasar. 

l. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengembangan pasar. 

n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
14. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Uraian tugas kepala bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun program kegiatan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal.  

f. Melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pelatihan dan penempayan tenaga kerja. 

g. Menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja. 

h. Menyusun bahan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pelatihan dan penempatan tenaga kerja. 

i. Menyusun bahan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan penempatan tenaga kerja. 

j. Menyusun bahan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan penempatan tenaga kerja. 

k. Menyusun bahan pembinaan dan teknis pelatihan dan penempatan tenaga kerja. 

l. Melaksanakan pendaftaran pencari kerja dan memberikan informasi pasar kerja. 

m. Melaksanakan identifikasi dan potensi perusahaan, identifikasi lowongan kerja dan data tenaga kerja, penyuluhan lowongan kerja, pendaftaran dan seleksi tenaga kerja, pengiriman hasil seleksi tenaga kerja kepada perusahaan/pengguna tenaga kerja dan pelaksanaan penempatan tenaga kerja. 

n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tindak lanjut penempatan tenaga kerja. 

o. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja. 

p. Melaksanakan penerbitan izin dan rekomendasi lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja swasta, bursa kerja khusus (BKK), menggunakan tenaga kerja asing dan pendamping tenaga kerja asing dan penerbitan paspor. 

q. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan pemanduan bursa khusus (BKK). 

r. Melaksanakan pembinaan bursa kerja khusus (BKK), lembaga pengguna tenaga kerja asing (TKA), dan tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing (TKA). 

s. Melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan kepada lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan menengah. 

t. Mengadakan pengendalian dan pengawasan penempatan TKI ke luar negeri bersama instansi terkait. 

u. Merumuskan program pelatihan dan petunjuk teknis perizinan lembaga pelatihan kerja swasta. 

v. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja, standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja. 

w. Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan program pemagangan. 

x. Melaksanakan pembentukan wirausaha baru. 

y. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan dan pemberangkatan calon transmigran. 

z. Merumuskan bahan nota kesepahaman antara daerah asal dengan daerah penerima transmigran. 

aa. Merumuskan program perluasan kesempatan kerja. 

ab. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di bidang pelatihan, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi. 

ac. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

ad. Melaksanakan pemantauan, dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

ae. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

af. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
15. Kepala Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja

Uraian tugas kepala seksi pendaftaran tenaga kerja adalah sebagai   berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pendaftaran tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Melaksanakan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pengguna kerja baik secara manual maupun secara online. 

f. Melaksanakan wawancara kepada para pencari kerja dan pengguna kerja. 

g. Melaksanakan penerbitan dan pengesahan dokumen kartu AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V. 

h. Melaksanakan penyuluhan dan layanan konsultasi bimbingan jabatan kepada para pencari kerja dan pengguna kerja. 

i. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja / lowongan pekerjaan perusahaan atau instansi pemberi kerja bagi penari kerja baik secara manual maupun secara online. 

j. Melakukan seleksi data pencari kerja / matching untuk mengisi lowongan pekerjaan. 

k. Melaksanakan pengelolaan data pencari kerja baik secara manual maupun secara online. 

l. Menyiapkan bahan penawaran persediaan tenaga kerja  ke perusahaan atau instansi pemberi kerja. 

m. Melaksanakan pemantauan penempatan tenaga kerja. 

n. Melaksanakan fasilitasi pelayanan konsultasi antar kerja kepada pencari kerja dan pengguna kerja. 

o. Melaksanakan pengelolaan data informasi pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. 

p. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pameran kesempatan kerja (job fair). 

q. Melaksanakan identifikasi pencari kerja yang memiliki potensi wirausaha. 

r. Melaksanakan identifikasi potensi wilayah dan peluang pasar untuk menentukan usaha yang dapat dikembangkan. 

s. Menyiapkan bahan penyusunan naskah profil ketenagakerjaan tahunan dan profil peluang usaha kabupaten. 

t. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

u. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pendaftaran tenaga kerja. 

v. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

x. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
16. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas

Uraian tugas kepala seksi pelatihan dan produktivitas adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pelatihan dan produktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja/instansi/lembaga/organisasi/ asosiasi/ perusahaan terkait dalam pemberian sertifikasi kompetensi kerja dan perizinan-perizinan penyelenggaraan pelatihan kerja. 

f. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan izin lembaga pelatihan kerja swasta. 

g. Melaksanakan inventarisasi kejuruan, instruktur, pengelola pelatihan dan instruktur pelatihan pada lembaga pelatihan kerja. 

h. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja. 

i. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kualitas instruktur dan tenaga kepelatihan lembaga pelatihan kerja. 

j. Melaksanakan pengawasan ujian di lembaga pelatihan kerja. 

k. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian sertifikast lulusan lembaga pelatihan kerja. 

l. Melaksanakan pelatihan, bimbingan penyuluhan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta mengevaluasi hasil lulusan pelatihan.  

m. Memfasilitasi peningkatan produktrivitas tenaga kerja dan melaksanakan koordinasi lokasi magang. 

n. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitas terhadap lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dan lembaga pelatihan perusahaan (LPP) sesuai dengan permasalahannya untuk penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan. 

o. Menginventarisasi kegiatan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan lembaga pelaksana magang. 

p. Melaksanakan sosialisasi, pendaftaran, bimbingan dan pembinaan calon peserta magang. 

q. Melaksanakan penelitian dan penerbitan dokumen rekomendasi paspor CTKI magang ke luar negeri. 

r. Melaksanakan evaluasi, pemantauan, pengendalian dan pengawasan pemberian, pelayanan perizinan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja. 

s. Melaksanakan penyusunan rencana penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja. 

t. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan produktivitas tenaga kerja. 

u. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi padat karya (TPK), teknologi tepat guna (TTG), dan kegiatan sistem padat karya baik infrastruktur maupun prtoduktif. 

v. Melaksanakan bimbingan teknik dan fasilitas terhadap lembaga pelatihan kerja swasta (LPTKS) dan lembaga pelatihan perusahaan (LPP) sesuai dengan permasalahannya untuk penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan. 

w. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

x. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pelatihan dan produktivitas. 

y. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

z. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertuls sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

aa. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
17. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Uraian tugas kepala seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar negara (AKAN). 

f. Melaksanakan penilaian kelayakan usulan permohonan izin usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. 

g. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan permohonan surat izin usaha pada lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. 

h. Melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi pendirian dan perpanjangan lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan perusahaan pengerah tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS). 

i. Melaksanakan pelayanan penerbitan surat persetujuan pendirian dan perpanjangan pada lembaga bursa kerja khusus (BKK) di satuan lembaga pendidikan menengah. 

j. Melaksanakan penelitian dokumen perjanjian penempatan ke luar negeri antara calon TKI dengan PPTKIS. 

k. Melaksanakan penelitian dan penerbitan dokumen rekomendasi paspor CTKI ke luar negeri. 

l. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan pada TKI purna. 

m. Melaksanakan pembinaan kepada lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja baik lembaga penempatan dalam negeri maupun lemabaga penempatan luar negeri. 

n. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan sekolah menengah. 

o. Melaksanakan analisis hasil psykotest kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan sekolah menengah. 

p. Melaksanakan pelayanan pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dan pendamping TKA kepada perusahaan pengguna TKA. 

q. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. 

r. Melaksanakan kegiatan penciptaan penempatan tenaga kerja non formal melalui kegiatan tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru. 

s. Melaksanakan penempatan dan bimbingan tenaga kerja muda, wanita, disabilitas dan tenaga kerja lanjut usia melalui program antar kerja khusus. 

t. Melaksanakan penyuluham, pendaftaran, seleksi dan penampungan calon transmigran. 

u. Melaksanakan pelatihan calon transmigran. 

v. Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran. 

w. Melaksanakan identifikasi lowongan pekerjaan di perusahaan dan pengolahan data lowongan kerja untuk diinformasikan kepada penari kerja. 

x. Membuat laporan pelaksaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

y. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. 

z. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

aa. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

ab. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
18. Kepala Bidang Hubungan Industrial 

Uraian tugas kepala bidang hubungan industrial adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun program kegiatan bidang hubungan industrial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris dan kepala bidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan industrial. 

g. Melaksanakan penerbitan surat keputusan pengesahan PP dan PKB. 

h. Melaksanakan pencatatan PK, PKWT, surat keputusan LK Bipartit organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. 

i. Mengkoordinasikan penyiapan materi dan pelaksanaan sidang LK Tripartit dan sidang dewan pengupahan kabupaten. 

j. Melaksanakan kegiatan deteksi dini kerawanan perusahaan. 

k. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketengakerjaan di bidang hubungan industrial. 

l. Merumuskan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. 

m. Merumuskan keputusan sidang LK Tripartit kabupaten dan dewan pengupahan kabupaten. 

n. Mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi permohonan waktu kerja lembur dan perusahaan yang memperkerjakan pekerja/ buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 

o. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan. 

p. Mengkoordinasikan penelitian permohonan izin ketel uap, bejana tekan dan pesawat angkut di perusahaan. 

q. Mengkoordinasikan permohonan penelitian pengesahan intalasi listrik, instalasi penyalur petir dan pesawat tenaga dan produksi di perusahaan. 

r. Mengkoordinasikan penelitian permohonan rekomendasi kantin/jasa boga, penggunaan pestisida dan bahan-bahan kimia berbahaya dan poliklinik di perusahaan. 

s. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

t. Melaksanakan evaluasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

u. Merumuskan peta kerawanan ketenagakerjaan. 

v. Melaksanakan pembinaan pembentukan koperasi pekerja. 

w. Mengkoordinasikan pelaksana penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan. 

x. Merumuskan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) norma keselamatan dan kesehatan kerja. 

y. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

z. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

aa. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

ab. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
19. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Uraian tugas kepala seksi industrial dan persyaratan kerja adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi hubungan industrial dan persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi dan tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja. 

f. Melaksanakan inventarisasi organisasi pekerja / buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Tripartit serta organisasi/ lembaga ketenagkerjaan lainnya di dalam perusahaan. 

g. Melaksanakan pembinaan organisasi pekerja / buruh, organisasi pengusaha organisasi/ lembaga ketenagkerjaan lainnya di dalam perusahaan. 

h. Melaksanakan verifikasi organisasi pekerja / buruh. 

i. Menyiapkan bahan sidang lembaga kerjasama Tripartit secara rutind an insidentil.

j. Menyiapkan bahan sosialisasi program kerja dan produk-produk lembaga kerjasama Tripartit. 

k. Menerima dan meneliti berkas permohonan pencatatan pendirian organisasi pekerja / buruh dan organisasi pengusaha, pembentukan lembaga kerjasama Bipartit serta mencatat pendirian organisasi pekerja / buruh, organisasi pengusaha dan LK Bipartit. 

l. Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja dan penyelesaian hubungan industrial. 

m. Menyiapkan pelaksanaan Porseni LK Tripatit. 

n. Menyiapkan peta kerawanan hubungan industrial. 

o. Melaksanakan pendataan perusahaan yang wajib membuat peraturan perusahaan. 

p. Melaksanakan pembinaan pembentukan koperasi pekerja, pelaksanaan KB di perusahaan. 

q. Merencanakan pelaksanaan sidang dewan pengupahan kabupaten. 

r. Menyiapkan bahan pengesahan PP, pendaftaran PKB dan pencatatan PKWT. 

s. Melaksanakan bimbingan penyusunan struktur dan skala upah serta komponen upah di perusahaan. 

t. Menyiapkan usulan UMK / UMSK. 

u. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

v. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi hubungan industrial dan persyaratab kerja. 

w. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

x. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 

y. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
20. Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 

Uraian tugas kepala seksi pencegahan dan penyelesaian perselisihan adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi pencegahan dan penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

e. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. 

f. Melaksanakan penyuluhan perselisihan hubungan industrial, pencegahan keresahan hubungan industrial, pencegahan mogok kerja dan pencegahan penutupan perusahaan. 

g. Menyiapkan bahan pelaksanaan deteksi dini karyawan hubungan industrial di perusahaan. 

h. Menerima, meneliti pengaduan perselisihan hubungan industrial dan membuat jadwal sidang mediasi serta memanggil para pihak yang berselisih. 

i. Melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

j. Melaksanakan pemantauan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

k. Menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang hubungan industrial. 

l. Mengoordinasikan penelitian dan pengembangan pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial. 

m. Mengoordinasikan inventarisasi dan pendataan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan. 

n. Mengoordinasikan penyuluhan, bimbingan teknis, dan pembinaan mogok kerja dan penutupan perusahaan. 

o. Menyusun dan menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis konsep penyelesaian perselisihan industrial. 

p. Mengoordinasikan penerimaan dan penelitrian pengaduan penyelesaian perselisihan industrial. 

q. Merumuskan dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan sidang mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

r. Mengoordinasikan pembuatan jadwal pencarian duduk perkara serta jadwal sidang mediasi. 

s. Mengoordinasikan pemberkasan dan pemanggilan kepada para pihak yang berselisih. 

t. Mendistribusikan pelaksanaan tugas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada pejabat fungsional mediator. 

u. Menyiapkan berkas penyelesaian perselisihan hubungan industri untuk diproses ke LPPHI. 

v. Mengoordinasikan pelaksanaan deteksi dini kerawanan perusahaan. 

w. Mengatur pelaksanaan kegiatan deteksi dini kerawanan perusahaan. 

x. Menyiapkan bahan laporan data ketenagakerjaan. 

y. Melaksanakan penelitian dan evaluasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada pejabat fungsional mediator. 

z. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama atau keputusan pengadilan hubungan industrial. 

aa. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

ab. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pencegahan dan penyelesaian perselisihan. 

ac. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

ad. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas, dan. 
ae. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

.
C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi  Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 99 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas  Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  Karanganyar, sebagaimana terlampir adalah sebagai berikut :       
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat  membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian  Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja membawahkan :
1. Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja;

2. Seksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas.

d. Bidang Hubungan Industrial membawahkan :

1. Seksi Perselisihan Tenaga Kerja;

2. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.

e. Bidang Koperasi dan UKM membawahkan :

1. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; 

2. Seksi Pengawas dan Pemeriksaan Koperasi.
3. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
f. Bidang Perdagangan dan Pasar membawahkan :

1. Seksi Perdagangan dan PK;

2. Seksi Pengembangan Pasar;

3. Seksi Penataan dan Ketertiban Pasar.

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

· Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab  dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

· Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

· Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

· Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepda Kepala Bidang yang bersangkutan 
· Bagan organisasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut pada bab diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
D. Kepegawaian

Susunan Kepegawaian 

Kondisi aparatur atau pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar menurut jenisnya dapat dibedakan dari pegawai struktural, pegawai fungsional, staf dan Tenaga Harian Lepas (THL).Sedangkan daftar keseluruhan pegawai per tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Daftar Pegawai SKPD
1.1) Sektretariat
	NO
	NAMA
	NIP
	PANGKAT
	GOL

	1
	Drs. Waluyo Dwi Basuki, M.M
	19610610 199003 1 009
	Pembina Utama Muda
	IV/c

	2
	Martadi, S.Sos., M.M
	19650323 198908 1 001
	Pembina
	IV/a

	3
	Endang Pujiwati, SH, MM
	19610303 198801 2 001
	Pembina
	IV/a

	4
	Suripto, SE
	19610402 198203 1 011
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	5
	Warsito
	19700125 200701 1 015
	Pengatur Muda Tk. I
	II/b

	6
	Retno Wulandari, SH
	19860304 201001 2 032
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	7
	Yosea Agus Kuntoro, ST
	19840808 201101 1 010
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	8
	Marsellinus Fery P.k, A.md
	19890602 201101 1 002
	Pengatur Tk. I
	II/d

	9
	Suyanto
	19690905 200902 1 001
	Pengatur Muda Tk. I
	II/b

	10
	Agus Sriyono
	19840817 201001 1 003
	Juru Muda Tk. I
	I/b

	11
	Mastuti Ernawati, SE
	19600707 198503 2 008
	Penata Tk. I
	III/d

	12
	Mulyati, SE
	19661119 198703 2 003
	Penata Tk. I
	III/d

	13
	Nurul Badriyah, SE
	19780226 200501 2 010
	Penata
	III/c

	14
	Apri Darmawan, SE
	19800414 200501 1 007
	Penata
	III/c

	15
	Antonius Rachmad Budi S
	19611213 199003 1 002
	Penata
	III/c

	16
	Sutono
	19610308 198203 1 008
	Penata Muda
	III/a

	17
	Maria Bulo, SE
	19591003 198502 2 002
	Penata Tk.I
	III/d

	18
	Ir. Sri Priyatmo Ch, MT
	19601209 199301 1 001
	Pembina
	IV/a

	19
	Lilik Setyo Prihadi, SH
	19730728 200604 1 004
	Penata
	III/c

	20
	Andyk Hendrasto
	19770427 200801 1 016
	Pengatur
	II/c

	
	
	
	
	


1.2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja

	1
	Drs. Murseno
	19660102 199302 1 001
	Pembina
	IV/a

	2
	Dra. Umi Supartini, MM
	19650511 199203 2 003
	Pembina
	IV/a

	3
	Sri Surana, SP
	19670527 199803 1 004
	Pembina
	IV/a

	4
	Harjanto, SE
	19780125 201001 1 014
	Penata Muda Tk.I
	III/b

	5
	Kamsi, SE
	19610510 198503 1 013
	Penata Tk. I
	III/d

	6
	Tri Hastuti H, S.Sos
	19701116 199303 2 003
	Penata Muda Tk.I
	III/b

	7
	Bangun Sutopo, S.Sos
	19640412 199803 1 004
	Penata Muda
	III/a

	8
	Juniatiningsih
	19860513 201101 2 020
	Pengatur Tk.I
	II/d

	9
	Sri Suryatin
	19760627 199512 1 001
	Penata Tingkat I
	III/d

	10
	Suyati, SE, MM
	1971001 199403 2 004
	Penata
	III/c

	 
	 
	
	
	 

	11
	Joko Saptono, SE
	19640605 199103 1 015
	Penata Tk. I
	III/d

	12
	Bahrudin, SE
	19610101 198803 1 017
	Penata Tk. I
	III/d

	13
	Kadi Astuti
	19660613 198603 2 004
	Penata Tingkat I
	III/d

	14
	Dadi Santoso, S.Psi
	19671120 199803 1 003
	Penata Tk. I
	III/d

	15
	M. Agus Fauzi, SE
	19740420 200604 1 007
	Penata
	III/c

	16
	Isti Titi Sarwosih, S.Sos, MM
	19670507 199210 2 001
	Penata
	III/c

	17
	Katno, S.I.P
	19590405 198003 1 012
	Penata Tk. I
	III/d


1.3) Bidang Hubungan Industrial

	1
	Sri Wibowo, SH
	19630331 199009 1 001
	Pembina
	IV/a

	2
	Ambarati Gustiatun, SE, M.M
	19600830 198903 2 002
	Penata Tk. I
	III/d

	3
	Sumarno, SH
	19680312 199803 1 014
	Penata Tk. I
	III/d

	4
	Tarwaka, PG.Dip,.Sc.M.Erg
	19640929 198803 1 019
	Pembina
	IV/a

	5
	Ika Wardaningsih, S.S.T
	19880804 201101 2 017
	Penata  Muda Tk.I
	III/b

	6
	Dedi Wahyu Nugroho, S.S.T
	19870924 201101 1 008
	Penata  Muda Tk.I
	III/b

	7
	Drs. Bambang Satyana
	19670930 199303 1 010
	Penata Tingkat I
	III/d

	8
	Sugimin, SE
	19641128 198803 1 007
	Pembina
	IV/a

	9
	Baristina Sari, SE, M.M
	19631226 198603 2 003
	Penata Tk. I
	III/d

	10
	Linda Susana, SE
	19640411 198403 2 003
	Penata Tk. I
	III/d

	11
	Bambang Windratmo
	19650712 199103 1 012
	Penata
	III/c

	12
	Sugiarti, SE
	19690513 199403 2 003
	Penata
	III/c

	13
	Jaka Sutrisna
	19601001 198703 1 012
	Penata Muda Tk.I
	III/b


1.4) Bidang UPT Balai Pelatihan Kerja

	1
	Soernato, S.P., M.M
	19710315 199703 1 009
	Pembina 
	IV/a

	2
	Ainun Najib, Amd
	19930702 201503 1 003
	Pengatur 
	II/c

	3
	Ichsan Junaidi, Amd
	19810227 2015 03 1 001
	Pengatur 
	II/c

	4
	Eko Yuni H, Amd
	19860625 201503 2 005
	Pengatur 
	II/c

	5
	Yuanita Sulissetiyo R, A.md
	19900629 201503 2 004
	Pengatur 
	II/c

	6
	Parmin
	19680130 200701 1 009
	Pengatur Muda 
	II/a

	7
	Ngadiyo
	19690513 200801 1 012
	Juru
	I/c

	8
	Surono
	19600710 198903 1 011
	Pengatur 
	II/c

	9
	Suyadi
	19651117 200902 1 001
	Pengatur Muda Tk.I 
	II/b

	10
	Maridi
	19602524 199103 1 003
	Penata Muda Tk.I
	III/b

	11
	Muhammad Nizar, SE
	19590716 198103 1 014
	Penata Tk. I
	III/d

	12
	Kusumardiyah, SE
	19640314 198603 2 013
	Penata Tk. I
	III/d

	13
	Danus Ardian, Amd
	19850303 201101 1 012
	Pengatur Tk.I
	II/d

	14
	Daryanto, S.Pd
	19640212 198303 1 004
	Pembina Tingkat I
	IV/b

	15
	Imam Riyadi, S.E
	19730917 199403 1 002
	Penata Muda Tk.I
	III/b

	16
	Anang Fajar Riyadin, A.Md
	19890511 201101 1 006
	Pengatur Tk.I
	II/d

	17
	Suyatno
	19610325 199203 1 002
	Penata Muda Tk.I
	III/b

	18
	Purwono Bodro Sabani
	19840525 200901 1 012
	Pengatur Muda 
	II/a

	19
	Aris Wandi, A.Md
	19761217 201101 1 003
	Pengatur Tk. I
	II/d

	20
	Soni Setyawan, A.Md
	19831201 201101 1 009
	Pengatur Tk. I
	II/d


1.5) Bidang Perdagangan dan Pasar

	1
	Eko Joko Iswanto, SH
	19670210 198603 1 003
	Pembina
	IV/a

	2
	Erwin Indro Tjahyono, SE, M.M
	19590315 198303 1 022
	Penata
	III/d

	3
	Agus Sukasto, SE
	19660817 199406 1 001
	Penata Tk. I
	III/d

	4
	Martini, SE
	19710124 199103 2 005
	Penata 
	III/c

	5
	Sri Wahyu Prasetyawati, SE
	19590712 198103 2 007
	Penata Tk. I
	III/d

	7
	Drs. Rochmad S, M.Si
	19610214 199103 1 003
	Pembina
	IV/a

	8
	Heri Sutianto, SH
	19600930 198303 1 007
	Penata Tk. I
	III/d

	9
	Drs. Sugito
	19601112 199103 1 011
	Penata Tk. I
	III/d

	10
	Rochmaniah, SE
	19620705 198303 2 017
	Penata Tk. I
	III/d

	11
	Bambang Sri Mulyono
	19600229 198503 1 004
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	12
	Priyono
	19680505 200902 1 001
	Pengatur Muda Tk. I
	II/b

	13
	Sriyanto, SE
	19660507 199203 1 012 
	Penata
	III/c

	14
	Wiranto
	19640613 198601 1 011
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	15
	Fry Hartanto, SH
	19790601 200501 1 013
	Penata Muda
	III/a

	16
	Pujiyanto
	19780301 201001 1 002
	Pengatur Muda Tk. I
	II/b

	17
	Suratno
	19630625 198402 1 002
	Pengatur Muda Tk. I
	II/b

	18
	Bambang Maryoko, S.Sos, M.M
	19610427 198503 1 011
	Penata Tk. I
	III/d

	19
	Suryadi Subiantoro, SH
	19600324 198601 1 001
	Penata Tk. I
	III/d

	20
	Kasdiarto, BcHK
	19600825 199003 1 005
	Penata
	III/c

	21
	Sarsini
	19590107 198003 2 002
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	22
	Budi Prasetiyanto
	19590216 198003 1 012
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	23
	Wiwik Handayani, S.Sos.,M.M
	19710829 199503 2 001
	Penata
	III/c

	24
	Sukini, SE
	19610810 198603 2 011
	Penata
	III/c

	25
	Siti Partini, SE
	19620721 199011 2 001
	Penata
	III/c

	26
	Purnama
	19600408 198503 1 013
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	27
	Fitri Sis Wulandari
	19670112 200701 2 013
	Pengatur
	II/c

	28
	Puji Gunawan
	19820423 200902 1 005
	Pengatur Muda Tk. I
	II/b

	29
	Supardjo
	19601213 198003 1 049
	Pengatur Muda 
	II/a


1.6) Bidang Perdagangan dan Pasar/ Lapangan
	1
	Sumardi                                     
	19630116 198503 1 006
	Pengatur Tingkat I
	II/d

	2
	Tarjimin                                     
	19670312 200701 1 032
	Pengatur Muda
	II/a

	3
	Isti Wuryani                              
	19751229 200801 2 009
	Pengatur
	II/c

	4
	Gunarno                                      
	19680709 200701 1 014
	Juru
	I/c

	5
	Sutarni
	19700315 200701 2 013
	Pengatur Muda
	II/a

	6
	Joko Suparno
	19660806 200701 1 026
	Pengatur
	II/c

	7
	Sarno
	1960031    198011 1 002
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	8
	Senen
	19620708 200604 1 006
	Pengatur Muda
	II/a

	9
	Tarno
	19660705 200701 1 022 
	Penatur
	II/c

	10
	Kristiyono
	19691109 200701 1 017
	Pengatur
	II/c

	11
	Wagiyo
	19681231 200701 1 078
	Pengatur Muda
	II/a

	12
	Sudadi
	19670722 200701 1 013
	Juru
	I/c

	13
	Supardi
	19750218 200801 1 009
	Pengatur
	II/c

	14
	Sunaryo
	19660608 198603 1 009
	Penata Muda
	III/a

	15
	Sunarti
	19620119 198901 2 001
	Penata Muda
	III/a

	16
	Endang Wahyuni
	19660715 200701 2 020
	Pengatur
	II/c

	17
	Sularno
	19600518 198503 1 009
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	18
	Mariman
	19660909 200701 1 015
	Pengatur
	II/c

	19
	Sri Wahyuni
	19730808 200701 2 014
	Pengatur
	II/c

	20
	Sajiman
	1965024 200701 1 008
	Pengatur Muda
	II/a

	21
	Suroso
	19600602 198511 1 002
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	22
	Sri Wahyuni
	19670112 200701 2 012
	Pengatur 
	II/c

	23
	Larta
	19621005 198503 1 027
	Pengatur Tk. I
	II/d

	24
	Sumanto
	19640509 200604 1 003
	Pengatur Muda
	II/a

	25
	Wahyono
	19750706 200801 1 018
	Pengatur 
	II/c

	26
	Sri Haryani S.Sos
	19640705 198603 2 018
	Penata Tingkat I
	III/d

	27
	Joko Wahyono
	19620110 200604 1 011
	Pengatur 
	II/c

	28
	Sunardi
	19591208 198503 1 012
	Pengatur 
	II/c

	29
	Padi
	19600827 198503 1 014
	Pengatur Tk. I
	II/d

	30
	Satoto Budiwiyono
	19660825 200701 1 007
	Pengatur 
	II/c

	31
	Samino
	19740901 200701 1 005
	Juru
	I/c

	32
	Sularno
	19680211 200801 1 007
	Pengatur Muda
	II/a

	33
	Joko Purnomo
	19700914 200701 1 019
	Pengatur Muda
	II/a

	34
	Sri Handayani
	19761030 198203 2 002
	Penata Muda
	III/a

	35
	Joko Wiratno
	19680306 200801 1 010
	Pengatur
	II/c

	36
	Triyanto
	19781223 201001 1 002
	Pengatur Muda Tk. I
	II/b

	37
	Wahyono
	19780420 200902 1 002
	Juru Muda Tingkat I
	I/b

	38
	Siti Harsini
	19690816 199203 2 010
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	39
	Mulyadi
	19680618 200701 1 021
	Pengatur
	II/c

	40
	Suwardi
	19740906 201001 1 002
	Pengatur Muda Tk. I
	II/b

	41
	Suparno, S.I.P., M.M
	19680101 198603 1 003
	Penata Tingkat I
	III/d

	42
	Haryadi
	19650405 200801 1 008
	Pengatur
	II/c

	43
	Reman
	19611109 198503 1 010
	Pengatur Tk. I
	II/d

	44
	Tarwanta
	19610415 200701 1 009
	Pengatur
	II/c

	45
	Siti Nasroh Nurjanah
	19611112 198908 2 001
	Penata
	III/c

	46
	Sriyono
	19610706 198503 1 020
	Penata Muda
	III/a

	47
	Marsini
	19691001 200701 2 018
	Pengatur
	II/c

	48
	Sarjono
	19751228 200701 1 008
	Pengatur
	II/c

	50
	Suwadi
	19640310 200604 1 001
	Pengatur
	II/c

	51
	Tri Dayanto
	19650306 200604 1 003
	Pengatur
	II/c

	52
	Paiman
	19690705 200701 1 043
	Pengatur Muda
	II/a

	53
	Sri Hartoyo
	19700603 199503 1 001
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	54
	Suwandi, SE
	19590716 198503 1 014
	Penata Tingkat I
	III/d

	55
	Heri Wijiono
	19661107 200701 1 011
	Pengatur
	II/c

	56
	Sabardiyanti, SE
	19670306 198603 2 003
	Penata Tingkat I
	III/d

	57
	Parso
	19620513 198507 1 001
	Penata Muda Tk. I
	III/b

	58
	Sugiman
	19651005 200901 1 002
	Juru Tingkat I
	I/d

	59
	Saryanto
	19710818 200902 1 001
	Pengatur Muda Tk. I
	II/b


2. Daftar Pejabat Struktural SKPD Yang Terisi

	No
	Nama
	Jabatan Struktural
	Memenuhi Persyaratan Diklatpim
	Memenuhi Syarat Kepangkatan

	1
	Drs. Waluyo Dwi Basuki, M.M
	Kepala Dinas
	Memenuhi
	Memenuhi

	2
	Martadi, S.Sos., M.M
	Sekretaris
	Memenuhi
	Memenuhi

	3
	Mastuti Ernawati, SE
	Kasubag Keuangan
	Memenuhi
	Memenuhi

	 4
	Ir. Sri Priyatmo CH,MT
	Kasubag Perencanaan
	Memenuhi
	Memenuhi

	5
	Endang Pujiwati, SH, M.M
	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Memenuhi
	Memenuhi

	6
	Drs. Murseno
	Kabid Pelatihan dan Penempatan TK
	Memenuhi
	Memenuhi

	7
	Dra. Umi Supartini, MM
	Kasi Pendaftaran Tenaga Kerja
	Memenuhi
	Memenuhi

	8
	Sri Suryatin
	Kasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Memenuhi
	Memenuhi

	9
	Kadiastuti
	Kasi Pelatihan dan Produktivitas
	Memenuhi
	Memenuhi

	10
	Sri Wibowo, SH
	Kabid H.I - Wasnaker
	Memenuhi Memenuhi
	Memenuhi Memenuhi

	11
	Ambarati Gustiatun, SE, M.M
	Kasi HI dan Persyaratan Kerja
	Memenuhi
	Memenuhi

	12
	Drs. Bambang Satyana
	Kasi Perselisihan TK
	Memenuhi
	Memenuhi

	13
	Soernato, S.P., M.M
	Kepala UPT Balai Pelatihan Kerja
	Memenuhi
	Memenuhi

	14
	Eko Joko Iswanto, SH
	Kabid Perdagangan dan Pasar
	Memenuhi
	Memenuhi

	15
	Sriyanto, SE
	Kasi Pemeliharaan Dan Pengembangan Pasar
	Memenuhi
	Memenuhi

	16
	Erwin Indro Tjahyono, SE, M.M
	Kasi Perdagangan dan PK
	Memenuhi
	Memenuhi

	17
	Bambang Maryoko
	Kasi Penataan dan Ketertiban Pasar
	Memenuhi
	Memenuhi

	18
	Ir. Adolfus Joce Bau
	KA. Bid Koperasi dan UMKM
	Memenuhi
	Memenuhi

	19
	Dra. Harti Widjajanti, M.M.
	Kasi Pemberdayaan
	Memenuhi
	Memenuhi

	20
	Widodo,SE, MM
	Kasi Pemodalan Kemitraausahaan dan P. Produk
	Memenuhi
	Memenuhi

	21
	Dra. Yulistiana R, M.M
	Kasi Pengawas
	Memenuhi
	Memenuhi


3. Daftar Pejabat Strutural SKPD Yang Belum Terisi

	No
	Jabatan Struktural
	Eselon

	1
	Nihil
	- Nihil


4. Daftar Pejabat Fungsional SKPD
	No
	Nama
	NIP
	Nama Jabatan Fungsional

	1
	Teguh Widodo, SE
	19581209 199003 1 001
	Fungsional Disdagnakerkop UKM


5. Daftar Pejabat Fungsional SKPD Yang Belum Terisi (Umum/Khusus)
	No
	Nama
	NIP
	PANGKAT
	GOL
	JABATAN

	1
	Sumarno, SH
	196803121998031014
	Penata Tk. I
	III/d
	Mediator HI Muda

	2
	Sugimin, SE
	196411281988031007
	Pembina
	IV/a
	Mediator Hubungan Industri

	3
	Daryanto, S.Pd
	196402121983031004
	Pembina Tingkat I
	IV/b
	Instruktur Madya

	4
	Muhammad Nizar, SE
	195907161981031014
	Pembina
	IV/a
	Instruktur Muda

	5
	Kusumardiyah, SE
	196403141986032013
	Pembina
	IV/a
	Instruktur Muda

	6
	Dunus Ardian, Amd
	198503032011011012
	Penata Muda
	III/a
	Instruktur

	7
	Imam Riyadi, S.E
	197309171994031002
	Penata Muda Tk.I
	III/b
	Instruktur

	8
	Anang Fajar Riyadin, A.Md
	198905112011011006
	Penata Muda
	III/a
	Instruktur

	9
	M Yusuf Marzuki
	197807112010011006
	Pengatur Muda
	II/a
	Calon Instruktur

	10
	Aris Wandi, A.Md
	197612172011011003
	Pengatur Tk. I
	II/d
	Calon Instruktur

	11
	Soni Setyawan, A.Md
	198312012011011009
	Pengatur Tk. I
	II/d
	Calon Instruktur

	12
	Ainun Najib, Amd
	199307022015031003
	Pengatur
	II/c
	Calon Instruktur Pelaksana

	13
	Ichsan Junaidi, Amd
	198102272015031001
	Pengatur
	II/c
	Calon Instruktur Pelaksana

	14
	Eko Yuni H, Amd
	198606252015032005
	Pengatur
	II/c
	Calon Instruktur Pelaksana

	15
	Yuanita Sulisetiyo R, A.md
	199006292015032004
	Pengatur
	II/c
	Calon Instruktur Pelaksana


6. Daftar Tenaga Harian Lepas (THL)

6.1) Sektretariat
	No
	Nama

	1
	Purwanti

	2
	Retno Hidayati

	3
	Nita Purnama

	4
	Diyan Ayu Utami

	5
	Rochmad Wahyu Pratama

	6
	Ridwan Mustofa

	7
	Rosita Wahyu Aji

	8
	Agus Triyono

	9
	Sugeng Tri Wahono


6.2) Bidang Koperasi


	No
	Nama

	1
	Rochmani Wika H


6.3) Bidang Pasar

	No
	Nama

	1
	Imam Nur Arsfendi

	2
	Agung Bayu Saputro

	3
	Berliana Purwati

	4
	Devi Nurianda Pratiwi

	5
	Budi Jayanto

	6
	Bobby Yales Satria

	7
	Yayang Yales Satria

	8
	Triyono

	9
	Dessi Putri Ratnasari

	10
	Agung Dwi Pratono

	11
	Abdul Basir

	12
	Wahyu Purnomo


6.4) Bidang Pasar/Lapangan

	No
	Nama

	1
	Sutarno

	2
	Sularto

	3
	Supardi

	4
	Agus Suratno

	5
	Sarwanto

	6
	Ary Setyadi

	7
	Dwi Suparni

	8
	Setyo Darwanti

	9
	Arga Setyadi

	10
	Yunita Wicaksono

	11
	Sutrisno

	12
	Sri Katon

	13
	Mohammad Ansriyanto

	14
	Triyatno

	15
	Eko Yulianto

	16
	Muslimin

	17
	Fitri Dwi Ernawati

	18
	Bambang Wahyudi

	19
	Sunardi

	20
	Oktavida Tri Prasetyo A

	21
	Zainul Rohman FP

	22
	Qonitah

	23
	Terry Wasiatien W

	24
	Tri Dewi Puspitasari

	25
	Bambang Riyanto

	26
	Tunas Waringin Saputro

	27
	Sapto Harjatno

	28
	Samiati

	29
	Pendi Hermawan

	30
	Sukirman

	31
	Moh Dahlan

	32
	Pipin Yuanita

	33
	Ahmad Zaki Sidutama

	34
	Dwi Yunitasari

	35
	Bambang Jumadi

	36
	Edi Susilo

	37
	Agus Widodo

	38
	Adi Susanto

	39
	Suprapti Mutmainah

	40
	Jayadi

	41
	Anisa Lutfiani

	42
	Danar Pramusinto

	43
	Daryanta

	44
	Ariyanto

	45
	Endri Purwanto

	46
	Dyah Ika Mastuti

	47
	Rina Kurniawati

	48
	Erwin Yustiawan

	49
	Arif Danardono

	50
	Wahyu Adi Nur Cahyo


Susunan Pejabat Struktural Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
: Drs. Waluyo Dwi Basuki, MM
2. Sekretaris
: Martadi, S.Sos., M.M
a. Kepala Sub Bagian 

Perencanaan
: Ir. Sri Priyatmo Cipto Hadi, MT.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan
: Mastuti Ernawati, SE
c. Kepala Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian
: Endang Pujiwati, SH, M.M.
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan 
: Sri Wibowo, SH
a. Kepala Seksi HI dan 
Persyaratan Kerja 
: Ambarati Gustiatun, SE, M.M.

b. Kepala Seksi Perselisihan 
Tenaga Kerja 
: Drs. Bambang Satyana
4. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja 
: Drs. Murseno

1. Kepala Seksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Sri Suryatin, SH
2. Kepal Seksi Pendaftaran Tenaga Kerja : Dra. Umi Supartini, MM
3. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas : Kadiastuti
2. Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar
: Eko Joko Iswanto SH.
a. Kepala Seksi Perdagangan dan PK
: Erwin Indro Tjahyono, SE, M.M. 
b. Kepala Seksi Penataan dan 
Ketertiban Pasar 
: Bambang Maryoko,S.Sos,MM
1. Kepala Seksi Pengembangan Pasar
: Sriyanto, SE

3. Kepala Bidang Koperasi
: Ir Adolfus Joce Bau

1. Kepala Seksi Pemberdayaan 
: Dra. Harti Widjajanti, M.M.
2. Kepala Seksi Pengembangan 
: Widodo, SE.
3. Kasi Pengawas 
: Dra. Yulistiana R, M.M
4. Unit Pelaksana Teknis 
:   -
5. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 
Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah Kabupaten Karanganyar didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan  permasalahan-permasalahan  pelayanan  SKPD  beserta  faktor-faktor  yang mempengaruhinya,   telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar 2014-2018. Identifikasi permasalahan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi atau penambahan 
pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara merata serta penempatan 
pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan disiplin bidang studi; 
2. Permasalahan asset barang yang tumpah tindih dikarenakan pemindahan asset masih 
belum dilimpahkan pada saat asset menjadi asset tetap Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahmaupun asset 
yang sudah keluar dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan   Karanganyar dan juga asset yang seharusnya sudah dapat dihapuskan. Diharapkan dengan adanya penataan asset tersebut, penataan asset barang menjadi tertib administrasi; 
3. Permasalahan tingginya angka pencari kerja, diharapkan bidang penempatan, pelatihan, dan 
produktifitas tenaga kerja mampu meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 
yang meliputi pendidikan keterampilan bagi pencari kerja agar dapat ditempatkan pada 
sektor kerja tertentu atau bahkan mampu berwirausaha. 
4. Masih banyaknya perselisihan antar pekerja-pengusaha, diharapkan dengan adanya bidang 
pengawasan ketenagkerjaan dan hubungan industrial mampu melakukan Peningkatan 
pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan 
kerja serta mengatasi perselisihan yang ada melalui sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 
5. Adanya masalah eksternal  yaitu belum optimalnya pemberdayaan kerjasama antara instansi pemerintah dan dunia usaha serta kemitraan usaha antara UMKM-Koperasi dengan BUMN/BUMD dan Perusahaan besar.
Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi dan permasalahan 
strategis serta tindak lanjut terhadap peran Pemerintah Kabupaten Karanganyar, baik di lingkungan 
strategis eksternal pada Tabel 3.1.a, maupun di lingkungan strategis internal pada Tabel 3.1.b 

Tabel 3.1.a 

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut 
Terhadap Peran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahdi Lingkungan Strategis Eksternal 
di Kabupaten Karanganyar 
	Potensi
	Permasalahan
	Tindak Lanjut

	
	
	

	1. Globalisasi
	1.a Ketatnya tingkat persaingan global menuntut peningkatan kapasitas SDM Dinsosnakertrans.
	1.a.i Mempersiapkan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahdengan mengikuti peningkatan kapasitas dan frekuensi keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga.

	2. Koordinasi antar lembaga
	2.a Banyaknya permasalahan yang muncul dalam bidang sosnakertrans salah satunya dikarenakan banyaknya kesalahpahaman dalam berkomunikasi.
	2.a.i Lebih dibuka lagi akses untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam berbagai hal agar terjalin kesepakatan dan kesepahaman sehingga dapat memecahkan permasalahan sosnakertrans dengan baik.

	3. Lingkungan Hidup
	3.a Belum tersedianya SDM Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah Kabupaten Karanganyar yang berkualifikasi khusus dalam penanganan isu-isu lingkungan hidup.
	3.a.i Menyiapkan SDM Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahmelalui manajemen kepegawaian yang khusus menangani isu-isu lingkungan hidup.


Tabel 3.1.b 

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjut 
Terhadap Peran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Lingkungan Strategis Internal 

di Kabupaten Karanganyar

	Potensi
	Permasalahan
	Tindak Lanjut

	
	
	

	1. Sumber Daya Manusia
	1.a Penempatan SDM belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki;

1.b Belum adanya penilaian kinerja dan kompetensi SDM secara khusus;

1.c Longgarnya penegakan disiplin SDM.
	1.a.i Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan penilaian kinerja;

1.b.i Penerapan manajemen berbasis kinerja;

1.c.i Penegakan disiplin secara merata disertai dengan pembinaan SDM.

	2. Sarana dan Prasarana
	2.a Tuntutan terhadap pemeliharaan dan pembaharuan sarana prasarana kantor semakin meningkat;

2.b Penyediaan sarana prasarana belum menyesuaikan dengan kebutuhan kantor.
	2.a.i Peningkatan anggaran pemeliharaan serta pengadaan sarana dan prasarana kantor;

2.b.i Pemeliharaan sarana prasarana kantor dengan tepat dan memiliki kualitas serta kuantitas yang memadai.

	3. Kewenangan
	3.a Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahdalam koordinasi antara masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam lingkup permasalahan sosnakertrans.
	3.a.i Meningkatnya koordinasi dengan masyarakat dan instansi/pihak terkait.


	Potensi
	Permasalahan
	Tindak Lanjut

	
	
	

	4. Data dan Informasi
	4.a Data permasalahan sosnakertrans yang belum terorganisasi dengan baik;

4.b Kurang menyeluruhnya informasi mengenai permasalahan sosnakertrans hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Karanganyar.
	4.a.1 Adanya database Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahdengan memanfaatkan teknologi informasi;

4.b.i Lebih mendalam lagi dalam mencari data dan informasi terkait permasalahan sosnakertrans di masyarakat agar terselenggaranya kesejahteraan social masyarakat.

	5. Anggaran
	5.a Keterbatasan anggaran menjadi permasalahan klasik dalam pelaksanaan kegiatan;

5.b Penentuan kegiatan yang tidak berdampak secara langsung pada masyarakat.
	5.a.i Perlunya pemeringkatan prioritas dalam penentuan program dan kegiatan yang direncanakan;

5.b.i Mengefisiensikan penggunaan anggaran kegiatan dengan hasil yang efektif.


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, 
serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program 
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan 
yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih 
dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat 
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. 
Visi Bupati – Wakil Bupati Karanganyar terpilih tahun 2014-2018 adalah: 

“Bersama Memajukan Karanganyar”

Misi Bupati – Wakil Bupati Karanganyar terpilih tahun 2014-2018 adalah : 
1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur di arahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang daerah.

2. Penciptaan 10.000 Wirausahawan Mandiri

Berkurangnya pekerja pada perusahaan mengakibatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak tertampung, padahal fenomena ini setiap tahun meningkat. Maka untuk mengurangi angka pengangguran perlu ditumbuhkan semangat untuk berusaha mandiri disamping untuk diri pribadinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Usaha mandiri dapat dilakukan dibeberapa sektor antara lain sektor pertanian, sektor peternakan, jasa dan lain sebagainya. Maka peran pemerintah untuk menciptakan wirausahawan mandiri dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan teknologi tepat guna, pemasaran dan bantuan stimulan sebagai modal awal untuk membuka usaha.

3. Pendidikan gratis SD, SMP, SMA, dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan kebijakan dengan adanya wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan murah.

Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai

4. Pembangunan Desa sebagai pusat pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus digalakkan dari desa, tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya

Perbedaan keyakinan bukan menjadi keretaan, memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan dimasyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial, dan budaya maka akan dapat menumbuh kembangkan semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan.
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKMKabupaten Karanganyar. Hal ini ditunjukkan melalui : 

a. Pernyataan misi ke 2:

Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah Kabupaten Karanganyar dalam memberikan pelayanan sebagai fasilitasi kehidupan masyarakat khususnya para penganggur, sehingga berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, terbukanya lahan pekerjaan bagi pencari kerja atau bahkan mampu berwirausaha mandiri sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di masyarakat Kabupaten Karanganyar.
Pembangunan Pasar Tradisional yang representatif telah mampu meningkatkan dan menumbuhkan wira usaha baru yang baerdaya saing.

Pemberian bantuan (hibah) yang berujud barang dan modal usaha baik untuk Koperasi maupun kepada masyarakat secara langsung telah mampu menggerakkan dan menggiatkan masyarakat untuk berwiraswasta dengan sungguh sungguh.
b. Pernyataan misi ke 5:

Pada misi ini terlihat peran serta Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah 
disusun  dalam  dokumen  RPJMD  Kabupaten  Karanganyar 2014-2018,  Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah Kabupaten Karanganyar secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati 
yaitu pada misi ke-2 dan ke-5 yang selaras dengan peran DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH itu sendiri  yaitu  menurunnya  tingkat  pengangguran  terbuka  di masyarakat serta meningkatkan pelayanan dalam bidang sosial kemasyarakatan.
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKM Kabupaten Karanganyar melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi & ukm. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karanganyar serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi & UKM adalah sebagai berikut : 

Bidang Ketenagakerjaan : 
Isu-isu strategis Bidang Ketenagakerjaan adalah: 
1. Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta 
2. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berperan sebagai penopang utama siatem perekonomian. Dengan demikian koperasi di Kabupaten Karanganyar harus mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap peroduksi daerah, membuka lapangan kerja, memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian daerah. Sedangkan dalam pengembangan UMKM-Koperasi dihadapkan pada masalah internal maupun eksternal; yaitu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, kemampuan UMKM-Koperasi dalam memanfaatkan Teknologi Informasi, jaringan kerjasama antar KSP/USP koperasi masih terbatas pada kebutuhan tenaga kerja belum optimal, rendahnya kualitas dan produktifitas UMKM – Koperasi.
Bidang Ketenagakerjaan : 
Isu-isu strategis Bidang Ketenagakerjaan adalah: 
3. Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta
4. Kualitas Tenaga Kerja 
Isu strategis berkaitan dengan Peluang dan Persaingan Kerja di sektor swasta adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar lima tahun kedepan dikarenakan: 

a. Kesempatan kerja sekalipun cukup terbuka, namun bekerja hanya sebagai buruh kasar baik di perusahaan mebel, buruh bangunan dan buruh tani. 

b. Semakin  meningkatnya  arus  in  migration  rentan  peluang  kerja  bagi  penduduk  sekitar termarjinalkan sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. 
Adapun, isu strategis berkaitan dengan Kualitas Tenaga Kerja adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar lima tahun kedepan dikarenakan: 

a. Tingginya angka keluaran SLTP dan SLTA menjadi angkatan kerja untuk siap menjadi tenaga kerja. 

b. Masih rendahnya sumber daya manusia dan keterampilan lulusan untuk masuk dunia kerja karena tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga tercover pada pekerjaan buruh kasar seperti Tenaga kerja lulusan SD dan SLTP, atau masuk dalam sektor Tersier. 

Bidang Ketransmigrasian : 

Isu Strategis sebagai berikut : 

1. Tingginya animo masyarakat untuk transmigrasi namun kesempatan serta peluang yang ada sangat sedikit dikarenakan semakin sedikitnya kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dengan alasan banyak daerah tujuan transmigrasi yang menolak untuk dijadikan sebagai lokasi transmigrasi khususnya oleh warga masyarakat asli daerah tersebut, sehingga masyarakat calon transmigran hanya menanti daftar tunggu dan hampir semua tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga menambah pula angka kategori setengah menganggur di wilayah Kabupaten Karanganyar.
2. Klaim lahan warga transmigrasi oleh masyarakat asli daerah transmigrasi sehingga penyediaan calon lokasi transmigrasi harus betul-betul memenuhi kriteria 2C (Clean and Clear) dan 4L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan). 
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1
Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar
Visi : 

Terwujudnya Kabupaten Karanganyar sebagai daerah niaga yang tangguh serta terciptanya kesempatan kerja menuju masyarakat yang sejahtera dengan ditunjang peningkatan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama menuju kemandirian ekonomi daerah.
Misi :
1. Menumbuhkembangkan perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor perdagangan, koperasi , dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat menciptakan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan.
2. Meningkatkan akses teknologi dan pembangunan, produksi, perdagangan, permodalan dengan perkuatan sarana produkdi, promosi, kerjasama kemitraan, studi banding dan temu usaha. 
3. Terjalinnya distribusi barang barang jasa untuk kebutuhan masyarakat masyarakat, tertib niaga dan perlindungan konsumen serta peningkatan ekspor non migas daerah.
4. Meningkatkan peran koperasi dan UKM melalui pembinaan atau bimbingan serta perkuatan modal.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pasar secara profesional dan berwawasan lingkungan serta menerapkan penataan pasar yang tertib,  bersih, dan aman. 
6. Meningkatkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri

7. Meningkatkan mutu pelatihan, wirausaha baru dan kualitas calon transmigran

8. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, perlindungan dan kesejahteraan pekerja
9. Mewujudkan Profesionalisme Aparatur
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar 

Tujuan :

6. Menumbuh kembangkan perekonomian daerah yang bertumpu pada potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui sector perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat menciptakan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan.peningkatan akses teknologi dan pembangunan, produksi, perdagangan, permodalan dengan perkuatan sarana produkdi, promosi, kerjasama kemitraan, studi banding dan temu usaha.
7. Terjalinnya distribusi barang barang jasa untuk kebutuhan masyarakat, tertib niaga dan perlindungan konsumen serta peningkatan ekspor non migas daerah
8. Meningkatkan peran koperasi dan UKM melalui pembinaan atau bimbingan serta perkuatan modal
9. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pasar secara professional dan berwawasan lingkungan serta menerapkan penataan pasar yang tertib, bersih dana aman
10. Meningkatnya kelancaran kebutuhan barang pokok dan strategis serta barang umum lainnya pada tingkat harga yang wajar dan meningkatkan perdagangan ekspor impor non migas
11. Meningkatkan ketertiban administrasi organisasi dan usaha bagi koperasi serta meningkatkan perkuatan permodalan yang dapat menambah usaha, sehingga kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah bertambah
12. Meningkatkan pasar yang tertib, bersih dan aman yang dapat menumbuhkembangkan perekonomian daerah
13. Mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, 
14. Tercapainya kesejahteraan masyarakat transmigrasi, 
15. Tersedianya lapangan kerja dan tenaga kerja siap pakai, 
16. Tercapainya industrial peace ( produktivitas, kesejahteraan pekerja dan perusahaan berkembang ).
17. Tercapainya kualitas SDM aparatur
Sasaran :

1. Tersedianya jumlah unit usaha dan terwujudnya peningkatan jumlah investasi serta penyerapan tenaga kerja disektor industry besar, menengah dan kecil baik formal dan informal
2. Adanya ketenangan usaha dan tersedianya kelancaran arus barang dan jasa serta meningkatnya kegiatan ekspor non migas baik jenis volume maupun nilainya dan impor bahan baku
3. Terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin luas serta tersedianya produksi barang dan jasa untuk kebutuhan pasar dalam dan luar negeri
4. Terwujudnya klasifikasi koperasi, unit simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam serta meningkatnya pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah atau usaha yang tangguh dan adanya kemitraan pengusaha kecil menengah dengan koperasi
5. Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten dan produktif; 
6. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat calon transmigran;
7. Meningkatkan wirausaha baru dan mandiri; 
8. Meningkatkan pemahaman pengusaha dan pekerja terhadap ketentuan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
9. Meningkatkan kinerja dan etos kerja aparatur.
4.3
Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Karanganyar 
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan  misi.  Kebijakan adalah  arah/tindakan  yang  diambil oleh pemerintah  daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. 
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.  Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
Strategi :

Globalisasi ekonomi telah memberikan peluang kepada semua masyrakat untuk menikmati membanjirnya produk-produk dengan standar international yang dapat diakses setiap saat lewat berbagai media masa. Namun disi lain tantangan berat harus dihadapi oleh masyarakat dan negarayang mengalami ketertinggalan karena aksesibilitas barang produksi akan sangat ketat masuk dalam pasar nasional maupun pasar internasional dengan tuntutan kualitas yang memenuhi standar. Apalagi dengan akan segera diberlakukannya pasar bebas, merupakan tantangan bagi kualitas produk lokal, regional, maupun nasional.

Dengan terlaksananya otonomi daerah memberikan tantangan sekaligus dorongan untuk   berlomba dan saling berusaha bagi daerahnya masing-masing dalam meningkatkan daya saing produk-produk daerah sebagai upaya menembus pasar bebas sekaligus meningkatkan PAD setempat guna mensejahterakan masyarakatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan lingkup bidang tersebut harus dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, memanfaat peluang, mengantisipasi kelemahan-kelemahan, dan berupaya keras menggunakan segala kekuatan dan kemampuannya dalam memenangi persaingan di pasar lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan Pemulihan ekonomi dan peningkatan kesempatan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan cara memprioritaskan pembangunan pada :

1. Bidang Perdagangan  dan Pasar
a. Meningkatkan kelancaran sistem distribusi barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat;

b. Mencegah peningkatan harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya dan hari-hari besar keagamaan;

c. Mengoptimalkan kerjasama kemitraan dalam perdagangan;

d. Mengoptimalkan penyearan dan informasi pasar kepada masyarakat;

e. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan ekspor dan impor;

f. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial daerah;

g. Meningkatkan pengaturan dan pembinaan serta penyediaan tempat usaha bagi PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h. Mengoptialkan pendapat retribusi pasar;

i. Melakukan revitalisasi dan pemetaan fasilitas perdagangan di pasar daerah;

j. Menciptakan pasar daerah yang bersih, tertib, nyaman dan aman;

k. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola pasar daerah;

l. Melakukan regulasi tarif retribusi pasar.

5. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a. Pembinaan kompetensi tenaga kerja;

b. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja.

c. Peningkatan mutu pelayanan, pendaftaran dan seleksi untuk memperoleh calon transmigran yang bermotivasi kuat untuk bertransmigrasi;
d. Memperkuat kemampuan SDM melalui pembinaan, pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja;

e. Pengembangan sektor ekonomi;

f. Perluasan kesempatan kerja.

g. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja; 
h. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pembinaan, pelatihan dan pengembangan SDM aparatur;

i. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai.
3. Bidang Koperasi dan UKM :

a. Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UKM;

b. Meningkatkan akses koperasi dan UKM terhadap pembiayaan da permodalan serta pemasaran;

c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap koperasi;

d. Meningkatkan kemitraan antar koperasi dan UKM maupun dengan badan usaha lainnya.

Kebijakan :
1. Urusan Pilihan 
    Bidang Perdagangan dan Pasar
Arah kebijakan


Kebijakan pembangunan urusan pilihan perdagangan diarahkan pada peningkatan kelancaran arus barang dan jasa dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional dengan menitikberatkan pada peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan komoditas unggulan daerah dan komoditas ekspor serta memperkuat pasar, baik pasar tradional maupun modern.

2. Urusan Wajib 
    Bidang Tenaga Kerja  
Arah kebijakan

· Persiapan tenaga kerja yang berkualitas;

· Memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat pekerja dan masyarakat miskin dengan standar pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan murah.
· Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya
· Peningkatan kualitas SDM pencari kerja;

· Penciptaan lapangan kerja langsung yang mewadai kepentingan masyarakat pekerja;

· Pembangunan sektoral yang membuka kesempatan kerja.
· Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pemberian perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
· Pemberian pendidikan dan pelatihan berbasis peningkatan kinerja SDM aparatur;

· Pengembangan sumber daya aparatur.
3. Urusan Wajib 
    Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Arah Kebijakan :

Kebijakan pada urusan wajib Koperasi dan UMKM diarahkan untuk pemantapan koperasi dan UMKM serta kerjasama dengan instansi terkait, kemitraan dengan BUMN, BUMD dan Swasta, Pembinaan rutin kepada koperasi, serta mendorong masyarakat UMKM membentuk wadah  koperasi yang jujur dan produktif serta aspiratif terhadap kepentingan anggotanya juga peningkatan produktifitas usaha kecil menengah serta perluasan pasar.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Terlampir 
BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Terlampir 
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